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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah disajikan 

diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pencapaian tingkat konsistensi untuk program pada keterkaitan antara RPJM 

Desa, RKP Desa, APB Desa pada desa Besmarak Kecamatan Nekamese 

Kabupaten Kupang tahun 2015 belum efektif karena rasio efektivitas kurang 

dari 75% dalam penerimaan PAD.  

2. Pencapaian tingkat konsistensi untuk kegiatan pada keterkaitan dokumen 

RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa pada desa Besmarak Kecamatan 

Nekamese Kabupaten Kupang tahun 2015 belum efektif karena rasio 

efektivitas kurang dari 75% berarti pemerintah desa belum efektif dalam 

penerimaan PAD.  

 6.2 Saran  

1. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang 

lebih tinggi. 

2. Perlu meningkatkan kualitas usulan program dan kegiatan pada RPJM Desa, 

RKP Desa, APB Desa agar terwujudnya keterkaitan antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran dana desa. 
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3. Meningkatkan SDM perencanaan dalam membuat setiap kegiatan yang 

diajukan dan meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam 

penyusunan anggaran. 
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